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Yth. Ketua Jurusan/Program Studi di lingkungan FMIPA
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Sesuai dengan hasil rapat koordinasi yang dilakukan pada tanggal 13 September 2023, dengan
ini disampaikan bahwa format penulisan untuk sampul dan 5 lembar pertama dokumen Tugas
Akhir/Skripsi FMIPA Universitas Tanjungpura yang disampaikan melalui surat ini mulai
diberlakukan bagi mahasiswa yang menjalani sidang pada tanggal | Oktober 2023.

Bapak dan Ibu diminta untuk memastikan bahwa format penulisan Tugas Akhir telah
diverifikasi oleh dosen pembimbing menggunakan form terlampir. Form ini disertakan ketika

mahasiswa mengajukan pengesahan ke Dekan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Tembusan:
Dekan FMIPA Universitas Tanjungpura



Lampiran

Surat No. : 8335/UN22.8/TU.01.01/2023
Tanggal : 27 September 2023
Hal : Penggunaan Format Tugas Akhir FMIPA

1. Format penulisan tugas Akhir untuk bagian sampul dan 5 lembar pertama dapat diakses

melalui tautan: https://s.id/Format TA FMIPA2023

atau melalui pindai QR berikut:

2. Salinan dokumen Tugas Akhir yang memuat lembar Pernyataan Integritas Akademik
bermaterai asli diserahkan ke Ruang Baca FMIPA Untan, sementara salinan lainnya
hanya dilengkapi dengan cetak warna hasil pindai lembar tersebut.

3. Cetak sisi samping sesuai dengan format terlampir
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LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tugas Akhir

Nama Mahasiswa

NIM X
Jurusan/Program Studi :
Tanggal Lulus

SK Pembimbing : No. /Tanggal
SK Penguji : No. /Tanggal
Dosen Pembimbing
Pembimbing | Pembimbing Il
Nama Nama
NIP NIP
Dosen Penguiji
Ketua Penguji Anggota Penguji
Nama Nama
NIP NIP
Pimpinan Sidang Sekretaris Sidang
(merangkap anggota penguji) (merangkap anggota penguji)
Nama Nama
NIP NIP
Mengesahkan

Dekan Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam
Universitas Tanjungpura

Nama
NIP



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

NIM

Program Studi/ Jurusan

Fakultas

dengan ini menyatakan bahwa dokumen ilmiah Tugas Akhir yang disajikan ini tidak
mengandung unsur pelanggaran integritas akademik sesuai Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2021. Apabila di kemudian hari dokumen ilmiah Tugas Akhir ini mengandung unsur
pelanggaran integritas akademik sesuai ketentuan perundangan tersebut, maka saya
bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Demikian pernyatan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak,

Meterai Rp.10.000,-

Nama Mahasiswa
NIM



Judul Tugas Akhir, Format Times New Roman, Ukuran huruf 12

Abstrak

Abstrak merupakan intisari dari skripsi dan ditulis dalam bahasa Indonesia.
Abstrak disusun dalam satu paragraf dan panjangnya tidak lebih dari 250 kata yang
diketik satu spasi. Abstrak hanya memuat isi penelitian (tujuan, metode, hasil, dan
kesimpulan), tidak ada pengacuan pada pustaka, gambar dan tabel. Abstrak diketik
dengan spasi satu, termasuk judul. Abstrak juga memuat kata kunci diletakkan di
bagian paling bawah. Kata “abstrak™ ditulis dengan huruf awal kapital dan diletakkan
di tengah. Abstrak berbahasa Inggris (Abstract) diletakkan setelah halaman abstrak
berbahasa Indonesia.

Isi abstrak, ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi 1,5. Bagian

awal paragraph ditulis menjorok ke dalam 1 cm, dengan tulisan keseluruhan rata

pinggir.

Kata kunci: ditulis dengan jenis dan ukuran huruf yang sama dengan abstrak.



Tulisan judul tugas akhir/skripsi dalam Bahasa Inggris, dicetak miring, Times

New Roman ukuran 12.

Abstract

Bagian ini berisi tulisan abstrak yang telah disadur ke dalam Bahasa Inggris.
Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman ukuran 12 sama dengan jenis
huruf dan ukuran yang digunakan dalam abstrak bahasa Indonesia. Penulisan awal

paragraph juga dibuat sama dengan penulisan pada abstrak Bahasa Indonesia.

Keywords: ditulis dengan jenis dan ukuran huruf yang sama dengan abstrak namun
dicetak miring.



PRAKATA

Kata pengantar memuat uraian singkat tentang maksud pembuatan skripsi dan
ucapan terimakasih. Panjang kata pengantar sebaiknya tidak lebih dari satu halaman.
Ucapan terima kasih sebaiknya hanya ditujukan kepada pihak yang telah mendukung
dan membantu dalam penulisan tugas akhir. Urutan penulisan pihak sebaiknya
berdasarkan pengaruh pihak tersebut dalam penulisan tugas akhir. Contoh
penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Nama pihak yang berpengaruh yang diikuti dengan uraian pengaruh yang diberikan
kepada penulis maupun kontribusinya dalam penyelesaian penulisan.
2. Sebaiknya dituliskan berdasarkan urutan seberapa besar pengaruh pihak yang

disebut dalam penulisan skripsi/tugas akhir ini.

Pontianak, 31 Juli 2023

penulis

Vi
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Lembar Verifikasi Kesesuaian Format Penulisan Tugas Akhir

Nama Mahasiswa
NIM :
Jurusan/Program Studi :
Judul Tugas Akhir

URAIAN Checklist

Format Sampul telah sesuai dengan format yang berlaku di FMIPA Untan

Halaman i adalah salinan bagian sampul yang dicetak sesuai format (bagian
ini tidak diberikan nomor halaman)

Lembar Pengesahan dituliskan di halaman ii dan telah dicetak sesuai format

Lembar Pernyataan Integritas Akademik berada di halaman iii, telah dibubuhi
materai dan dicetak sesuai format

Bagian abstrak berbahasa Indonesia diletakkan di halaman iv dan dicetak
sesuai format

Lembar abstrak berbahasa Inggris diletakkan di halaman v dan dicetak sesuai
format

Lembar Prakata berada di halaman vi dan dicetak sesuai format

ot o oo

Format penulisan sisi samping dokumen tugas akhir telah sesuai format

Telah diverifikasi pada tanggal .......... oleh:
Pembimbing 1 Pembimbing 2
Nama Pembimbing 1 Nama Pembimbing 2
NIP Pembimbing 1 NIP Pembimbing 2

Ketua Jurusan

Nama Ketua Jurusan
NIP Ketua Jurusan




SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
INTEGRITAS AKADEMIK DALAM MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi memiliki peran untuk mengembangkan
kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban
bangsa yang bermartabat dan berakhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui
penyelenggaraan pendidikan tinggi;

b. bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi
bergantung pada upaya untuk menumbuhkembangkan
budaya dan kualitas akademik melalui implementasi nilai
integritas akademik dalam kegiatan tridharma perguruan

tinggi;

jdih.kemdikbud.go.id



Mengingat

bahwa Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Plagiat di Perguruan Tinggi sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum
sehingga perlu diganti;

bahwa  berdasarkan = pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi tentang Integritas Akademik dalam

Menghasilkan Karya Ilmiah;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor
158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5007);

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 156);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 963);

jdih.kemdikbud.go.id



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TENTANG INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Integritas Akademik adalah komitmen dalam bentuk
perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam
melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk
menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat.

Karya Ilmiah adalah hasil karya Tridharma oleh sivitas
akademika dan/atau karya yang setara dalam bentuk
tertulis atau bentuk lainnya yang telah dinilai dan/atau
dipublikasikan.

Jurnal Ilmiah adalah bentuk pemberitaan atau
komunikasi yang memuat Karya Ilmiah dan diterbitkan
terjadwal dalam bentuk elektronik dan/atau tercetak.
Pemimpin Perguruan Tinggi adalah rektor pada
universitas dan institut, ketua pada sekolah tinggi,
direktur pada politeknik, akademi, dan akademi
komunitas, atau sebutan lain yang setara.

Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang
terdiri atas dosen dan mahasiswa.

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan

menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

jdih.kemdikbud.go.id



10.

11.

(1)

(2)

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat.

Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan
tinggi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan.

Kementerian adalah kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pendidikan.

Pasal 2
Sivitas Akademika wajib menjunjung tinggi nilai
Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah.
Nilai Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya
[Imiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kejujuran;

b. kepercayaan;

c. keadilan;

d. kehormatan;

e. tanggung jawab; dan
f.  keteguhan hati.

Pasal 3

Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

ditujukan untuk:

a.

b.

menjaga budaya akademik di Perguruan Tinggi; dan
membina Sivitas Akademika, agar terhindar dari

perbuatan yang melanggar nilai Integritas Akademik.

jdih.kemdikbud.go.id



BAB II
PEMBINAAN NILAI INTEGRITAS AKADEMIK DALAM
MENGHASILKAN KARYA ILMIAH

Pasal 4

Pembinaan pelaksanaan nilai Integritas Akademik dalam

menghasilkan Karya Ilmiah di lingkungan Perguruan Tinggi
dilakukan oleh:

a.
b.

(1)

(2)

(1)

Perguruan Tinggi; dan

Kementerian.

Pasal 5

Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab

melakukan pembinaan nilai Integritas Akademik dalam

menghasilkan Karya Ilmiah.

Pembinaan nilai Integritas Akademik dalam

menghasilkan Karya [lmiah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan melalui:

a. perumusan kebijakan mengenai Integritas Akademik
dalam menghasilkan Karya [lmiah;

b. penetapan peraturan mengenai Integritas Akademik
dalam menghasilkan Karya [lmiah;

c. sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik
dalam menghasilkan Karya Ilmiah; dan

d. internalisasi nilai Integritas Akademik dalam
kegiatan Tridharma melalui kebijakan dan program

yang berkelanjutan.

Pasal 6
Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan
Karya Ilmiah paling sedikit memuat:
a. ruang lingkup Integritas Akademik, meliputi:
1. pencegahan;
2. pembinaan; dan

3. penanggulangan;

jdih.kemdikbud.go.id



f.

jenis pelanggaran;

tingkat pelanggaran;

kelembagaan penegakan Integritas Akademik;
prosedur penegakan = pelanggaran  Integritas
Akademik; dan

sanksi.

(2) Peraturan Integritas Akademik dalam menghasilkan

Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah

mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 7

Sosialisasi peraturan mengenai Integritas Akademik dalam

menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal S ayat (2) huruf c dilakukan Pemimpin Perguruan Tinggi

kepada Sivitas Akademika paling sedikit 1 (satu) kali dalam

satu semester.

Pasal 8

(1) Pembinaan oleh Kementerian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dalam bentuk fasilitasi

Perguruan Tinggi untuk membangun budaya akademik

dalam menghasilkan Karya Ilmiah.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling

sedikit dalam bentuk:

a. sosialisasi; dan

b. bimbingan teknis.

jdih.kemdikbud.go.id



BAB III
PELANGGARAN DAN TATA CARA PELAPORAN,
PEMERIKSAAN DAN PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 9

Pelanggaran Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya

Ilmiah terdiri atas:

o P

moooa 0

(1)

(2)

(3)

fabrikasi;

falsifikasi;

plagiat;

kepengarangan yang tidak sah;
konflik kepentingan; dan

pengajuan jamak.

Pasal 10

Fabrikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a

merupakan pembuatan data penelitian dan/atau

informasi fiktif.

Falsifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b

merupakan perekayasaan data dan/atau informasi

penelitian.

Plagiat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c

merupakan perbuatan:

a. mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang
lain tanpa menyebut sumber secara tepat;

b. menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri
sebagian atau seluruh karya milik orang lain
walaupun menyebut sumber; dan

c. mengambil sebagian atau seluruh karya atau
gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa

menyebut sumber secara tepat.

jdih.kemdikbud.go.id



(4)

()

(6)

(1)

(2)

Kepengarangan yang tidak sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 9 huruf d merupakan kegiatan seseorang

yang tidak memiliki kontribusi dalam sebuah Karya

[lmiah berupa gagasan, pendapat, dan/atau peran aktif

yang berhubungan dengan bidang keilmuan berupa:

a. menggabungkan diri sebagai pengarang bersama
tanpa memberikan kontribusi dalam karya;

b. menghilangkan nama seseorang yang mempunyai
kontribusi dalam karya; dan/atau

c. menyuruh orang lain untuk membuat karya sebagai
karyanya tanpa memberikan kontribusi.

Konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

9 huruf e merupakan perbuatan menghasilkan Karya

[lmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan

dan/atau merugikan pihak tertentu.

Pengajuan jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

huruf f merupakan perbuatan mengajukan naskah Karya

[Imiah yang sama pada lebih dari satu Jurnal Ilmiah yang

berakibat dimuat pada lebih dari satu Jurnal [lmiah.

Pasal 11
Tingkat pelanggaran dalam menghasilkan Karya I[lmiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c
dikategorikan dalam tingkat:
a. ringan;
b. sedang; dan
c. berat.
Tingkat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) digunakan sebagai dasar penjatuhan sanksi
pelanggaran Integritas Akademik oleh Pemimpin

Perguruan Tinggi.

jdih.kemdikbud.go.id



(1)

(2)

(3)

(4)

()

(6)

(1)

(2)

Bagian Kedua

Tata Cara Pelaporan

Pasal 12
Setiap orang dapat melaporkan dugaan pelanggaran
terhadap nilai Integritas Akademik.
Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus disertai dengan bukti yang relevan.
Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi
disampaikan kepada Menteri.
Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) yang diduga dilakukan oleh Sivitas Akademika selain
Pemimpin Perguruan Tinggi disampaikan kepada
Pemimpin Perguruan Tinggi, dan ditembuskan kepada
direktur jenderal yang membidangi pendidikan tinggi.
Perguruan Tinggi menyediakan sistem layanan informasi
terhadap laporan dugaan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).
Tata cara penanganan laporan dugaan pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(5) ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi setelah

mendapat persetujuan dari senat.

Pasal 13

Pemimpin Perguruan Tinggi menindaklanjuti laporan
pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam
menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 yang dilakukan oleh Sivitas Akademika.

Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak menindaklanjuti laporan
paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak laporan
diterima, Menteri memberikan pembinaan kepada

Pemimpin Perguruan tinggi.

jdih.kemdikbud.go.id



(1)

(1)

(2)

(3)

(1)

-10 -

Pasal 14

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(2) berupa:

a. Perintah kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk
melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran
Integritas Akademik; dan/atau

b. pendampingan dalam proses pemeriksaan atas

dugaan pelanggaran Integritas Akademik;

Bagian Ketiga

Pemeriksaan

Pasal 15
Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Integritas

Akademik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a. keadilan;

b. kejujuran;

C. kecermatan;

d. keseimbangan; dan

€.

transparansi.

Pemeriksaan dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh
senat Perguruan Tinggi.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan rekomendasi sanksi disampaikan oleh senat kepada

Pemimpin Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat

Pengenaan Sanksi

Pasal 16
Sivitas Akademika yang terbukti melanggar nilai
Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi oleh
Pemimpin Perguruan Tinggi dengan mempertimbangkan

rekomendasi senat.

jdih.kemdikbud.go.id



(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

-11 -

Pemimpin Perguruan Tinggi yang terbukti melanggar nilai
Integritas Akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah
dikenai sanksi administratif oleh Menteri.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi negeri
berupa pemberhentian secara tidak hormat dari
jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dikenakan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi swasta
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan badan

penyelenggara.

Pasal 17
Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam
menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Mahasiswa dikenai

sanksi administratif berupa:

a. pengurangan nilai atas Karya Ilmiah;

b. penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa;

c. pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa;

d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah

yang diperoleh Mahasiswa;
e. pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau
f. pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau
sertifikat profesi.
Pelanggaran terhadap Integritas Akademik dalam
menghasilkan Karya Ilmiah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh Dosen dikenai sanksi
administratif berupa:
a. penundaan kenaikan jabatan akademik paling lama
3 (tiga) tahun;
b. penurunan jabatan akademik satu tingkat; dan/atau

c. pemberhentian dari jabatan Dosen.
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Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi.

Pasal 18

Sivitas Akademika yang berdasarkan hasil pemeriksaan
terbukti melakukan beberapa bentuk pelanggaran
Integritas Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9, dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dengan tingkat yang
terberat.

Dalam hal Sivitas Akademika yang pernah dikenai sanksi
administratif atas pelanggaran Integritas Akademik,
terbukti melakukan pelanggaran kembali, maka dikenai
sanksi administratif yang lebih berat dari sanksi

administratif terakhir.

Pasal 19

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran

Integritas Akademik atas Karya Ilmiah dan telah dikenai

sanksi tidak dapat dilaporkan kembali terhadap dugaan

pelanggaran yang sama.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 20
Sivitas Akademika yang dikenai sanksi atas pelanggaran
nilai Integritas Akademik oleh Perguruan Tinggi dapat
mengajukan keberatan secara tertulis disertai dengan
alasan.
Tata cara pengajuan, jangka waktu, dan tata cara
pemeriksaan keberatan sebagaimana pada ayat (1)
ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diajukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari
sejak sanksi ditetapkan.
Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
dijawab oleh pejabat yang menetapkan sanksi paling

lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keberatan.
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Penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak
diterbitkan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat

(4).

Pasal 21
Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran dalam
menghasilkan Karya Ilmiah dilakukan oleh Perguruan
Tinggi tempat dihasilkannya Karya Ilmiah atau
Perguruan Tinggi tempat Sivitas Akademika bernaung.
Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar bagi Perguruan Tinggi untuk menjatuhkan

sanksi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Sivitas Akademika yang diduga melakukan pelanggaran

integritas akademik dalam menghasilkan Karya Ilmiah

sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diperiksa dan

diputus berdasarkan kebijakan atau ketentuan Peraturan

Perguruan Tinggi tempat Karya Ilmiah dihasilkan.

Pasal 23

Pemeriksaan atas laporan dugaan pelanggaran atas Karya

[Imiah yang dihasilkan setelah berlakunya Peraturan Menteri

ini, dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan Peraturan

Menteri ini.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Perguruan Tinggi yang belum memiliki peraturan mengenai
integritas akademik harus menyusun dan menetapkan
peraturan mengenai Integritas Akademik; dan

b. Perguruan Tinggi yang sudah memiliki peraturan mengenai
Integritas Akademik harus menyesuaikan dengan
ketentuan Peraturan Menteri ini,

paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri

ini diundangkan.

Pasal 25
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

NADIEM ANWAR MAKARIM
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1363

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

ttd.
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NIP 196210221988032001
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